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BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR ? TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab
untuk mengelola sampah yang berwawasan lingkungan
dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan
hidup yang baik dan sehat;

bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Langkat
bersih dan berbudaya bersih dari sampah, maka perlu
dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif,
terpadu dan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia
usaha yang didukung dengan paradigma tingkah laku dari
setiap pihak baik perseorangan maupun badan, yang
bertanggingjawab atas pengelolaan sampahnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Iltara {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
’i‘gglg};ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 485 1};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 9009 Nomor 140
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059};

U?'lsda}ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentax}g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar} Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 t.eni':al'lg.
Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Dati I_I Langkat d.ar1 Binjal
ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198:3; Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5722);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3322);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 81 Tahun 2012
TentangPengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejems. Sampah _Rumah Tangga ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Nega;a RepublikIndonesia Nomor 5347);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun

2017 tentang Kebijakan dan strategis Nasional Pengelolaan

Sampah Rumah Tangea dan Sam jent
: mpah Sejenis S
Rumah Tangga ! mmpen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 274);
Peraturan Menteri Negara ‘Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2011, tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita
g egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933}
craturan Menteri Negara Pekerjaan Umum
03/PRT/M/2013, tentang Pcnyelengjgaraan Prasaranlzmcrlla?;
Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470)



15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2011
Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran

Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Langkat Tahun 2013-2033 {Lembaran Daerah Kabupaten

Langkat Tahun 2013 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor

29 );

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Dacerah adalah Kabupaten Langkat.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan daerah
dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemer;'ntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Langkat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah_ De?vvan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.

organlsa§1 FPerangkalt Daerah yang disingkat OPD adalah Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat berupa organisasi
atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung Jawab
ktf:pad& Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
didaerah,

Unit Pela!(sana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah

Badan Layanan Unit Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat

Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan

Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas,
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Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUI_VII_) ' a_dalaﬁ
badan usaha yang scluruh atau sebagain besar modalnya dimiliki ole
Daerah. _ .

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya ci_lsmgkat PPNS ac:lalalﬁ
pejabat Penyidik Pegawali Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerinta
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undangan untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daf:rah.

Pelaku usaha adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang
menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan
kemasan dan berasal dari impor, atau men;ual bal.*ang dengan
menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses
alami. o .
Petugas Kebersihan adalah orang yang diberi tugas memalikaé}
pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha ai

bidang kebersihan.
Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan

i.lf[il;;z‘-akat adalah peroringan ata‘i 1‘ELCIOmPOK orang atau badan usaha
lembaga/organisasi kemasyarakatan. ] ) . .

?Zt;u pelayalgl af'l Ifengelolaan pcrsampahan yang selanjutnya d1§§but izin
adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan persampanan. |
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atauproses aiam
yang berbentuk padat. o hari-
Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatanseharl
hari dalam rumah tangga vang tidak temasuk tinja dan sampah spesifik.
Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga
yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasankhusus,
fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitaslainnya.

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,dan/atau
volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat prosesalam yang
menghasilkan timbulan sampah.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
melalui kegiatan mengubah karakteristik komposisi dan/atau jumlah
sampah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan,
membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan
mengevaluasi pengelolaan sampah.

Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah
pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. ’
Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan
sampal sesuai dengan jenis, jum;ah dan/atau sifat sampah.

Penggmpulan sampah adalah pengambilan kegiatan mengambil dan
memindahkan sampah dari sumbersampah ke tempat penampungan
sampah atau tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R atau ke
tempat pengelolaan sampah Terpadu.

Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber
dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat
pengelolaan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan
sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Pen_nrosesap akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau
residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.



29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

45.

16.

47.

Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS,
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,
pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sarppah terpadu (TPST).

Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Redu_ce, Reuse dan
Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempatdilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran
ulang skala kawasan.

Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disir_lgkat denganTPA, adala_h
tempat untuk memproses dan mengembalikansampah ke media
lingkungan secara aman bagi manusia danlingkungan.

Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah
fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan
sampah.

Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana sampah adalah
peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat depgan SR,a}dalah
kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi,memakai atau
memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang.

Tempat sampah rumah tangga yang selanjutnya disebuttempatsampah,
adalah wadah penampungan sampah secara terpilahdan menentukan
jenis sampah, berupa bak/bin/tong/kantong /keranjang sampabh. -
Kompensasi adalah ganti rugi kepada orang yang terkena dampal«_megauf
yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat
pemrosesan akhir sampah (TPA). .

Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan
dalam rangka pencegahan, penanggulangan danpengendalian kecelakaan
akibat pengelolaan sampah yang tidakbenar.

Fasilitas umum milik Pemerintah Daerah adalah fasilitas yangdimiliki dan
dikelola oleh pemerintah daerah.

Fasilitas umum milik Swasta/milik kawasan dan/atau milikbadan hukum
adalah fasilitas yang dimiliki dan dikelola olehpihak swasta.

Insentif adalah bentuk apresiasi yang diberikan pemerintahdaerah kepada
orang perorangan atau badan usaha karenamelakukan pengurangan
sampah atau melakukan pengelolaansampah sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Disinsentif adalah pengenaan sanksi yang diberikanPemerintah Daerah
terhadap orang perorangan atau badan usaha yang tidakmelakukan
pengurangan sampah sesuai yang telah ditetapkansehingga berdampak
negatif pada kesehatan dan/ ataulingkungan.

Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang
menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunak
kemasan dan berasal dari impor. atau men'uﬁl %3 ggl:l an
menggunakan wadah yang tidak d : menjual  barang  dengan
Kawasan permukimai agaia; kaa pat atau sulit terurai oleh proses alam.
asrama dan sejenisnya. wasan hunian dalam bentuk Klaster,
gearzisgﬁgﬁnéif }Ejt: dalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha
penunjang, u jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
Kawasgn mdugtri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri
yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang,

Kawasan khu-sus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan
untuk kepentingan nasional/berskalan nasional.

Tempat Pengelolaan sampah adalah terpadu yang selanjutnya disingkat

TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolah :
sampah. 8 pengolahan, dan pemrosesan akhir
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ipil yang selanjutnya disebut PPI:E Ia)tdalall'l1
i 1 sipl ili int aera

eiabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemeroin

gajng dibir% wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melak}jikan

penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang

pengelolaan sampah.

Penyidik Pegawai Negeri S

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan prinsip :

CE DR e 00 o

—_

tanggung jawab;

kelestarian dan keberlanjutan;
keterpaduan;

keadilan;

kehati-hatian;

partisipatif;

manfaat;

tata kelola pemerintahan yang baik;
nilai ekonomi;

kebersamaan;

keselamatan; dan

kesadaran.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan untuk :

a.
b.

(1)

(2)

(3)

mewijudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga keschatan
masyarakat;

meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha untuk
mengurangi dan menangani sampah berwawasan lingkungan:

dmenjadlkan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis;
an

mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

. Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan sampah meliputi:

a. sampah rumah tangga;

b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan

c. sampah spesifik.

I:S)ampalhd run];ah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a
crasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga vang tidak

tinja dan sampah spesifik. 867 yang flak temasuk
Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan



komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas
umum dan/atau fasilitas lainnya. o
(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi :

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

¢. sampah yang timbul akibat bencana;

d. puing bongkaran bangunan;

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

f, sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB I
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5
Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:
menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan
pelaku usaha dalam pengolahan sampah;
b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
c. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan,dan

penanganan sampah;
d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan

dan penanganan sampah;

e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan
prasarana dan sarana pengolahan sampah;

f. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah
yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau
menangani sampah; dan

g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat,dan pelaku
usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;

a.

Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah
Daerah mempunyai wewenang:
a. merumuskan dan menetapkan arah kebijakan, dan strategi
2 gl pengelolaan
sampah berdasarkan kebijakan nasional dan prc;pinsi; P
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai norma
] igﬁiarﬁproslfdgr, dan kriteria yang ditetapkan dengan pemerintah; ’
. akukan kerjasama antar d i jejari .
ponelalaan sesmaa aerah, kemitraan, dan Jelaring kerja dalam
d. menetapkan lokasi TPS, TPST, TPS 3R
. , , dan/atau TPA i
dan Standar Nasional Indonesia {SNI); / sesual dengan RTRW

e. melakukan pemantauan da ;
n
dan TPST dan atau TPA: evaluasi secara berkala terhadap TPE, TPS SR

f. melakukan pemantauan dan evaluasj secara berkala setiap 6 {enam) bulan

selama 20 {dua puluh) tahun terh .
adap TPA d
terbuka setelah TPA dinyatakan ditu tLIpP: engan sistem pembuangan

g melakukan pembinaan dan en
pengelolaan sampah; dan pengawasan  dalam  penyelenggaraan

h. menyusun dan men 1
yelenggarakan sistem tangga
sampah sesuai dengan kewenangannya. ¥8ep darurat pengolahan

Pasal 7

(1) Untuk mencapai tuj
' il tyuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wew
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, gemerintah d?ﬁ:}%

harus membuat Rencana Induk Pen
_ Pengelolaan Sampah, rencana strategis
Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam RPJMD dan RKT yaié



membuat target pengurangan dan penagganan sampah dalam pengelolaan
sampah sesuai dengan peraturan perundangan. .

(2) Renclzjana Induk Pengelolaan sampah sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8
Setiap Orang berhak: o .
a. mindapstkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat; i
b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawas
lingkungan,; '
C. befpartigsipasi dalam proses pengusul;an, peng:;lr'lbﬂan keputusan,
envelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sampah;
d. ?neglpero%gh data dan informasi yang benar dla}ln akurat serta tepat waktu
engenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; _ '
e. Eengapatlganyperlindungan dan kompensasi karena dan}pak negatlngir?
kegiatan pengolahan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah ( );

dan .
f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan
lingkungan.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9

(1) Dalam pengelolaan sampah di daerah, setiap orang berkewajiban:

a. memelihara kebersihan di lingkungannya;

b. mengurangi dan menangani sampah;

c. membuang sampah pada tempat yang ditentukan,;

d. memelihara dan menjaga kebersihan saluran drainase yang terletak
dilokasi di tempat tinggal/tempat berusaha;

e. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan standar
tempat sampah yang berwawasan lingkungan;

f. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna
ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan

g. membayar retribusi pelayanan sampah.

(2) P z}.gelole‘lan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
wajib dilakukan dengan skala RT/RW, dan /atau Desa/kelurahan/
kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang
membidangi persampahan.

(3) Setiap angkutan umum, kenderaan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial,

perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah
sampah dan/atau TPS,

Pasal 10
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri,

kawasap khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib
menyediakan fasilitas pemilahan sampah.



Pasal 11
Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan
dengan pengurangan dan penanganarn sampah pada kemasan dan/atau

produknya.

Pasal 12
Produsen wajib mengelola kemasan dan /atau barang yang diproduksinya yang
tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan
sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tata cara p_elabelan atau
penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan kewajiban pr.odusen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14
Pengelolaan sampah terdiri dari :
a. Pengurangan sampah; dan
b. Penanganan sampah.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Pasal 15
(1) Bupati menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah.
(2) Kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) sekurang-kurangnya memuat:
a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
b. program pengurangan dan penanganan sampah.
(3) Pro%ram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat;
a. far ) _ o
sec%;.ta éa:rriﬁ:;r:%a;n timbulan sampah dan prioritas jenis sampah

b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 16

. gi daerah dalam pengelolaan sam i '
2) %1;111::131;1 dalam Pasalo ‘15 ayat (2) di'tetapkan dengan Peraﬁ:ﬁa;cgiizﬁ e
v Ifinyusun kebijakan strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada
ky t (1) harus berpe'doma_n pada kebijakan dan strategi nasional serta
ebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

(1) Kebijakan dan strate

(1) Bupati selain menetapk ‘If’asa_l 17
dolon Poeal 18 netapkan 'kebl_}akan dan strategi sebagaimana dimaksud
studi kel ayat (2), juga menyusun dokumen rencana induk dan
1 kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejeni
sampah rumah tangga. pall sejeris

Rencana induk b ; . '
memunt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

(2)

a. pembatasan timbulan sampah;



b. pendauran ulang sampah;

c. pemanfaatan sampah;

d. pemilahan sampah;

¢. pengumpulan sampah;

f. pengangkutan sampah;

g. pengolahan sampah;

h. pemrosesan akhir sampah; dan

i. pendanaan. .
(3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk

iangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. . '
4) JKet%ntuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rencana induk dan studi
kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengurangan Sampah

Pasal 18
(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a,
meliputi:
a. pembatasan timbulan;
b. pendaur ulang sampah; dan
c. pemanfaatan kembali sampah. _
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : .
a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka
waktu tertentuy;
memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan,
memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang
(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah
sesedlkit. mu_ngkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau
mudah diurai oleh proses alam.
(4) g’{;sggiléat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana
_ pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang,
didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

oo

Pasal 19

Pemerintah .
ot daerah dalam usaha pengurangan sampah dilakukan melalui

4. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana
: . pemanfaatan bah
pI'C{d.UkS:I ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan e e
b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan

memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasj
guna ulang sampabh. &P n hasil produk daur ulang, dan

Pasal 20
(1) Pelaku usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah
sebagai I:!aglan dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
b. menghasilkan produk menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh
proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin
¢. melakukan pendaur ulang sampah; dan |/ |



d.

melakukan pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pelaku usaha wajib melakukan pendaur ulangan sampah dengan:

a.

b.

C.

menyusun program pendaur ulang sampah sebagai bagian dari usaha

dan/atau kegiatannya,
menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk

didaur ulang.

(3) Dalam melakukan pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pelaku usaha dapat menunjuk pihak lain.

(4) Pihak lain, dalam melakukan pendaur ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

(5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan
pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan

(6) Pelaku usaha wajib melakukan pemanfaaat kembali sampah dengan:

a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah

sebagai bagian dari usaha dan dan/atau kegiatannya gesuai, dengan
kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kabupaten Langkat;
menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang:

dan/atau
menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk

diguna ulang.
Pasal 21

(1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan
usahanya.

(2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

a.

b.

Penanganan sampah seb
a. pemilahan;

menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk
pewadahannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau
bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya,
melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahar;ya
dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
E’lerpbantu Upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari
asil dalam keg1atan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah
untlg}: menghasilkan produk dan energi; dan P
sgﬁ g.;ztn al;flahsnga menghasilkan produk, melakukan optimalisasi
pengeu ahan daur ulang sebagai bahan baku produk'\ dan
pung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsu’men

Bagian Kcempat
Penanganan Sampah

. Pasal 22
agaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

b. pengumpulan;

C. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

€. pemrosesan akhir sampabh.



(1)

(2)

(6)

(1)

(2)

Paragraf 1
Pemilahan Sampah

Pasal 23
Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a
dilakukan melalui kegiatan memilah sampah menjadi paling sedikit S
(lima) jenis sampah yang terdiri dari :
a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah
bahan berbahaya dan beracun,;
sampah yang mudah terurai;
sampah yang dapat digunakan kembali;
sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. sampah lainnya.
Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah
bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-
obatan, obat-obat kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik
rumah tangga.
Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau
bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya
dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali
tanpa melalui proses pengolahan antara lain kardus, botol minuman,
dan kaleng.
Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah
melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.
Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf e merupakan
residu.

oo

Pasal 24
Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label
atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan
pat}wa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan
jenis:
a.sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah

bahan berbahaya dan beracun;

b.sampah yang mudah terurai;
¢. sampah yang dapat digunakan kembali;
d.sampah yang dapat didaur ulang; dan
e. sampah lainnya.
Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas 1ainnya’1
dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana
pem1lghan dan pewadahan sampah skala kawasan.
Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan
sampah skala daerah.
Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan

a. jl_lmlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

b. diberi label atau tanda; dan
c. bahan, bentuk dan warna wadah;

Vb



Pasal 25

(1) Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada
sumbernysa. '

(2) Setiap nfmah tangga wajib menyediakan wac?ah.sampah .unt\..lk k.eglatan
pemilahan sampah dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
a. tidak mudah rusak dan kedap air;
b. ekonomis dan mudah diperoleh;

c. mudah dikosongkan, . _ .
d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang;

. : ) e
e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesual sampah;

(3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah ;ampﬁlg
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah Wajl
disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 26

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komgrsial, kawa§gn ind}lstrl,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas so_§1al, dan fa§111tas lainnya
dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana
pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan. b

(2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadaharn
sampah skala kabupaten.

Pasal 27

(1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala ka\xfasan dan
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) didasarkan
pada:

a. volume sampabh,;

b. jenis sampah dan sifat sampah;

¢. penempatan;

d. jadwal pengumpulan ; dan

e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.

(2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) harus menggunakan wadah yang tertutup dengan kriteria sebagai
berikut:

a. wadah warna hijau untuk jenis sampah organik;
b. wadah warna kuning untuk jenis sampah anorganik ; dan
c. wadah warna merah untuk jenis sampah B3.

{3) Penyedlaa_n wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memenuhi standar wadah sampah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai den

gan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. v s

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah

Pasal 28
(1) Pf:ngumpulan saxppah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b,
dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari

sumber sarppah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap
memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.

(2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
huruf b, meliputi:

vh



a. pengelulaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan
menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi
kesehatan dan lingkungan; dan

b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang
aman bagi keschatan dan lingkungan.

Pasal 29

(1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan

sampah ke TP3 dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola
sampah di tingkat Rukun Warga (RW) yang dibentuk oleh Pengurus RW.

(2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumeh

(3)

tangga scbagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah pemukiman yang
dikelola olch pngurus RW, menjadi tanggung jawab Pengurus RW, dan
Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, dan
kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Pasal 30
Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri,
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
dalam melukukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, alau
TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi
kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
TPS dan/atau TPS 3R scbagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi
kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pemermtah Daerah menyediakan TPS, TPS 3R dan sarana pengumpulan
sampah skala kabupaten.

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah

Pasal 31

(1} Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c tidak boleh dicampur
kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.

(2) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri

(1)

(2)

(3)

dari:

gerobak sampah;

becak sampah;

motor sampah;

kenderaan jenis pick up sampah;
kontainer sampabh;

truk sampah ; dan

alat angkut sampah lainnya.

I N

Pasal 32
Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan
oleh pemerintah daerah.
Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah
yang tidak mencemari lingkungan; dan
b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA
atau TPST.
Dalam pengangkutan sampah pemerintah daerah bila diperiukan dapat

menyediakan stasiun peralihan antara, v

22



lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan

(4} Ketentuan a dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

pengangkutan sampah sebagaiman
Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d

meliputi kegiatan:

a. pemadatan;

b. pengomposan;

¢. daur ulang materi; dan .

d. mengubah sampah menjadi sumber energl.

(2) Pengolahan  sampah sebagaimana  dimaksud pada

mempertimbangkan:

a. karakteristik sampah,; .

b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;

c. keselamatan kerja; dan

d. kondisi sosial masyarakat. '
(3} Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat berupa:

a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan }Akuran
sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-Jenis,
optik; ..

b. tfknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan ba}han kimia
atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;

c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik
dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau
biogasifikasi;

d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis
dan/atau gasifikasi; dan

e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan
teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu Refused Derifed
Fue! (RDF);

{4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang,
dan/atau Badan Hukum pada sumbernya dan pengelola kawasan.

ayat (1)

dan

Pasal 34
(1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
terdapat di:
a. kelurahan/desa;
b. kecamatan: dan

¢. kawasan pemukiman, kawasan komersial. kawasan industri, dan
kawasan khusus.

(2) Pengoalahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf ¢, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau
pengelola kawasan

(3) Pgang(?lahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dapat
d¥kerjasamakan' dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di
bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan
pengawasan Pemerintah Daerah.

(4) Pfenyed1aan lahan TPS 3R di kelurahan dan kecamatan sebagaimana
dlmaksgd gada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah akan
dapat dx-ker_}asamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan
usaha di bidang kebersihan dan persampahan.



Pasal 35
Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan

Wilayah Kabupaten Langkat dan peraturan zonasi.

Pasal 36
(1) Pengolahan sampah TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan

standar prasarana dan sarana pengolahan sampabh.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat teknis dan standar prasarana dan
sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37
(1) Sampah spesifik karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya
memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma,
standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah .
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

spesifik

Paragraf 5
Pemprosesan Akhir Sampah

Pasal 38

(1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e
dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu
pengolahan sebelum ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
lingkungan.

(2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
menggunakan metode, antara lain :
a, penggunaan lahan urug terkendali (controlled landfill;)
b. penggunaan lahan urug saniter (sanitary landfill}; dan/atau
€. penggunaan teknologi lain yang ramah lingkungan.

Pasal 39
(1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus
d1lakuk.an penutupan dan/atau rehabilitasi.
(2) Pergfd}aan If}asﬂitam pengiolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan
meialul  tahapan perencanaan, emb 1
Dot o tahs pembangunan, pengoperasian dan

Paragraf 6
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 40

(1) Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:

a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun:

C. Sampah yang timbul akibat bencana; ’

d. Puing bongkaran bangunan;

€. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau
o f}.( Sampah yang timbul secara tidak periodik,

etentuan sebagaimana dimaksud pada a '
: ' yat (1) mengenai pengelol
sampah spesifik diatur dengan Peraturan Bupati. g pengeiolaan

1L



BAB VI
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 41

(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga

pengelola sampah. -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 42
1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan'
Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pengelolaan sampah sesual
kebutuhan dan kemampuan keuangan dgerah. '
(2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran melalui sumber-
sumber pendanaan lain yang sah dan tidak menglkgt.
(3) Sumber pendapatan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa.
a. retribusi;
b. hibah;
c. pinjaman; dan/atau
d. investasi badan usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dengan

peraturan Bupati,

(

Pasal 43
(1) Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah vang dilaksanakan oleh
masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
(2) Pen.lerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada masyarakat untuk
kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat di tingkat
RT/RW Kelurahan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

1 ke . Pasal 43
mpensasi merupakan pemborian imlralaq ddanysatau rugi kepada o
ran
gz;ieoxi?ngané.fkelomgok orang dan/atau badan hukum, yang terkeng
pak negatil yang ditimbulkan oleh pemrosesan akhi i
: pemrosesan akhir sampah (TPA). g i sampah di tempat
2) Pemerintah Daerah memberikan kom i
1 : : pensasi kepada masyarakat sebagai
akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemrosesan akhir sampahgdi
tempat pemrosesan akhir sampah,
(3) Kompensasi he_lrus dianggarkan dalam APBD,
(4) Dampak negatif yang dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
a. pencemaran air; .
b. pencemaran tanah;
C. pencemaran udara;
d. longsor;
¢. kebakaran;
f. ledakan gas metan; dan/atau
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g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 44

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dapat

berbentuk:

a. relokasi penduduk;

b. pemulihan kualitas lingkungan;

c. biaya kesehatan dan pengobatan;

d. penyediaan fasilitas kesehatan; dan/atau
¢. kompensasi dalam bentuk lain,

(2} Untuk memberikan jaminan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan
asuransi

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan
asuransi diatur melalui peraturan Bupati.

Pasal 45
Dalam hal pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (2) dilaksanakan melalui :
a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak
negatif pengelolaan sampah; dan _
c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil

investigasi dan hasil kajian.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 46
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan
usaha yang melakukan:
g. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
h. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
L. pengurangan timbulan sampah; dan /atau
J. tertib penanganan sampah,
(2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif k
apenntah nut kepada perseorangan yang
a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan /atau
b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 47
(1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan cebaga i
Pasdl 46 ayat (1) dan ayat (2) dapat beru;g)a: remmana dimaksud dalam
a. pemberian penghargaan; dan /atau
b. pemberian subsidi,
(2} Insentif kepada badan usaha sebagaimana dj
(1) dapat o g a dimaksud dalam Pasal 46 ayat
a. pemberian penghargaan;
b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;

C, penguranga i . :
1}::: rtegrlw-_ltu; gan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun wakty

d. penyertaan modal daerah; dan/atau
€. pemberian subsidji.

Y



Pasal 48
Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha,
dan perseorangan yang melakukan:
a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 49
(1} Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 dapat berupa:
a. penghentian subsidi; dan/atau
b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa. .
(2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
dapat berupa:
a. penghentian subsidi; o
b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 50

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangarn, lembaga, dan badan
usaha terhadap:

. inovasi pengelolaan sampah;

. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;

. pengurangan timbulan sampah;

. tertib penanganan sampabh;

pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
Tim Penilai dengan keputusan kepala daerah.

® o0 g

Pasal 51
Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan
Pasal 48 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama Antar Daerah

Pasal 52

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan ker .
erjasama antar Pemerint
dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. ntah daerah

(2) Lingkungan kerjasama antar Pemerintah d
sampah mencakup: aerah dalam pengelolaan

a. penyediaan/pembangunan TPA;
b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
C. pengangkutan sampah dari TPS /TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan /atau
¢. pengelolaan sampah menjadi produk lainn i
_ ya yang ramah lingkungan.
(3) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksu?i pada

ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanji j '
rjanjian kerjasama sesua
peraturan perundang-undangan. ! ! ketentuan
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Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 53
(1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam
pengelolaan sampah. '
(2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan
prasarana pendukungnya;
c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
d. pengelolaan TPA; dan/atau
e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 54
Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 55
(1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara.

a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan
pengelolaan sampabh;

b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan
sampah;

c. meningkatkan ketanggap daruratan atau tindakan yang sifainya gawat
darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS,
TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan

d. menyampaikan informasi, laporan pengaduan, saran dan/atau kritik
yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan
oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam
penanganan sampah untuk mengubah prilaku anggota masyarakat.

(2) Pelaku' usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah
melalui kegiatan:

a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;

b. bantuan prasarana dan sarana, ,

C. bantu'an inovasi teknologi pengolahan sampah; dan

d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 56

Setiap orang dilarang :
a. membuang sampah tidak pada tempat i
g P pat yang telah ditentukan dan
b. membuau.lg sampah, kotora:n, atau barang bekas lainnya disaluan air atau
iiﬁi{an’ Jda.lan,tberm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan
M, dan tempat tempat lainnya yvang bukan
pembuangan sampah; vEne meripakan tempat
¢. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
tangga dengan sampah B3 rumah tangga., . pen rumah
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d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan;

e. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang
disediakan;

f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis
pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduka
sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup; dan

g. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan atas penyelenggaraan
pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:

koordinasi;

sosialisasi;

penyuluhan dan bimbingan teknis;

supervisi dan konsultasi;

pendidikan dan pelatihan;

penelitian dan pengembangan;

pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
h. penyebarluasan informasi.

(2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan kepada masyarakat (orang perorangan, kelompok
masyarakat}, Pelaku usaha, pelaku usaha, pengelola kawasan dan lembaga
pengelola.

(3) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

oo op

Pasal 58
1) Pemerint
{ )sampah ;i]nggieg:hm | melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan
a. pemantauan;
b. pengendalian; dan
¢. evaluasi

(2) Pengawasan terhadap
_ penyelenggaraan i
dimaksud pada ayat ] meliputj%g pengelolaan sampah sebagaimana
a. pengurangan sampah;
b. penanganan sampah;

C. pelaksanaan penanggulan
: ; gan kecelakaan dan i
i hidup akibat kegiatan penanganan sampah; danpencemaran ingiungan
.gelaksanaan pemylihan fungsi lingkungan hidup akibatk kecelakaan
an pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

BAB XII1
SANKSI ADMINISTATIR

{1) Bupati dapat memberikan sanksl.:’iaasglmsil?.istratif b
a. teguran; o
b. peringatan tertulis;
c. paksaan pemerintah; v/
d. uang paksa; V4
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e. pencabutan izin; dan/atau

f. penutupan usaha/kegiatan. o _
(2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerapan Sanksi Administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah
yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pengelolaan sampah
secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat
didampingi aparat penegak hukum dan Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja.

(3) Uang Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme penerapan sanksi administratif diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dikenakan kepada pemegang izin yang
melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang
tercantum dalam izin usaha pengelolaan sampah dan belum menimbulkan
dampak negatif terhadap lingkungan.

(2) Ketentuan mengenai peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenakan sebanyak 3 ({tiga) kali secara berturut-turut untuk
jangka waktu 5(lima) hari kerja.

(3) Sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c ditetapkan apabila pemegang izin
melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang
tercantum dalam izin pengelolaan sampah; dan/atau menimbulkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(4} Sanksi. administratif paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:

a. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha;
b. peml:_):;gkabran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;
C. penyitaan barang, alat dan/atau bahan i
dan /st usaha;gdan/atau/ dan/atau perlengkapan kegiatan
d. penyitaan hasil produksi.

(5) Paksaan Pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakuka
oleh pemerintah daerah untuk memulihk i i 8 0
keadaan semula dengan beb bi hsan kl_la_htas lingkungan dalam
sampah yang tidak mematuhi ketentian poepa. -oa 1§ oleh pengelola

etentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal peme N
gang 1z A
dalam jangka wakty gO in tidak melaksanakan paksaan pemerintahan

(7} Ketentuan lebih lanjut mengenai ta

(1) Setiap oran ?asal o
Setiap damlg)ajlf{ang mc:?getahm, menduga dan/atau menderita kerugian
negatit yang ditimbulkan dalam kegiat
;?;‘111&}1);;1 ddgn/ atau perbuatan larangan dalam perdag &;nain Sggggggg;lﬁg
dima 1.]1& alam Pasal 54 dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati
alui kepala Desa/Lurah, Camat dan/atau Kepala Dinas P

(2) Pengaduan sebagaimana di
imaksud i i
dengan cara lisan dan /atau tertul?:. pada avat (1) dapat csampaiican
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Pasal 62

(1) Pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2)
memuat informasi: ' .

a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat
dan nomor telepon yang bisa dihubungji; ‘

b.lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan
engelolaan sampah; _

c. gugian sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan
engelolaan sampah; _

d. gugian sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan
engelolaan sampabh; _

€. grakgtu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan
engelolaan sampah. o '

(2} Dal':cja gelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan
oleh penerima pengaduan.

Pasal 63 _ .

(1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang
bertanggung jawab. . .

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan
melalui kepala desa/lurah atau camat setempat. _ .

(3) Kepala desa/lurah atau camat setempat n_lenyampa.lkan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bertanggung
jawab. ' . o

(4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d:ttmdaklal:l_]utl
dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dal?at meny_ampa.lkan
pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi.

(5} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kt?lembagaan dalam
penanganan pengaduan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Penyelesaian di Luar Pengadilan

Pasal 64
(1) Penye_lesgian sengketa diluar pengadilan dlakukan dengan mediasi,
negoslasi, arbitrase atau pillihan lain dari bara pihak yang bersengketa.
(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimakgud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan para pihak dapat
mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Kedua
Penyelesaian di Dalam Pengadilan

Pasal 65

(1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan
melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian

dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang
ditimbulkan.

(3) Tuntutan dalam
dimaksud pada aya
tertentu.

gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana
t (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan4/



Pasal 66 o
dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang

(1) Masyarakat yare ah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan

pengelolaan samp

kel k. _ dcioan
2) Oigglli)soasi persampahan berhak mengaju%{a.n gugatan untuk kegﬁ;lt ngan
pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyar

N 1 i d pada ayat (2) terbatas
j atan sebagaimana dimaksud pa (2
“ Eaacll{amtzz%?tﬁaingtuui melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau

luaran riil. _ )
(4) (p)iggi;;asi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan .
a. berbentuk badan hukum;

b. mempunyai anggaran dasar d . la
C. telahpmclakukan kegiatan nyata paling sedikit 1

dengan anggaran dasarnya.

‘i neelolaan sampah; dan .
i bidang peng (satu) tahun sesuai

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 67

(1) Sclain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggarar
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan _Dae}'ai_h i, penymdika P
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS} Daerah dyang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. ) e .

(2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, pejabat
penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
pelanggaran dan/atau tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian
pelanggaran dan/atau elakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di
bidang pengelolaan sampah:

¢. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi yang berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana
di bidang pengelolaan sampabh;

d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
pelar{ggaran dan/atau tindak pidana dji bidang pengelolaan sampah;

€. meminta I«Eeterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan
penistiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;

f. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak
pidana di bidang pengelolaan sampah;

g melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti berupa
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaam,
pencatatam dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak
pidana dibidang pengelolaan sampah; dan

h, mqlakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat
kgadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/atau tindak
pidana di bidang pengelolaan sampah.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaiman dimaskdu pada ayat (1}
memberitahu  dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada
penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia.
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(4) Penyidik Pejabat Pegawai Sipil sebagaimana dimaksud pada_ ayat {‘1}
menyampaikan penyidikannya kepada Penuntut umum melalui penyidik
pejabat polisi negara republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

(1) Setiap Pelaku usaha yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumk;lr;
label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangar labe
dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan
sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan kepada
penanggungjawabnya diancam pidana kurungap paling 1a{na 3 (tlga] bulan
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lu.na puluh juta rupiah).

(2) Setiap Pelaku usaha yang lalai atau sengaja t1.dak menggunakan bahan
baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses a}am, yang
menimbulkan sesedikitnya mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang
dan/atau diguna ulang sebagaimana dima}ksud dalam pasal 1_4 ayat (2),
kepada penanggung jawabnya diancam pidana kurungan paling lam_a 6
(enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.00(?.000,— (dug puluh‘hma
juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 {lima puluh juta rupiah).

Pasal 69
Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah tanpa mem11.1k1
izin diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 {Lima puluh juta rupiah).

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70
(1) Selama belum ditctapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan peraturan
daerah ini , peraturan pelaksana yang ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketenuan peraturan daerah ini.

(2) Penyediagn fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga)
tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlakuy.

(3) Penyediagn TPS 3R oleh pemerintah daerah dilakukan paling lama 3 (tiga)
tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku,

(4) Penyediaan TPST dan TPA oleh i i I

: : pemerintah daerah dilakukan palin

< glrna) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku. P § lama 5
(5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh peraturan daerah inj

diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhi i
ini diundangkan, (tiga) ernitung sejak peraturan daerah

BAB XVIiI
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 71
Peraturan Daerah ini mulai berlakyu pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 23-9-2019

BUPATI LANGKAT,
ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 23-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA
UTARA : (7/142/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALABAGIAN H

NIP. 19730803 200212 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

1. PENJELASAN UMUM I o

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi ole_h
banyak kota di seluruh dunia termasuk Kabupaten Langkat. Semakin
bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka voiurfle _sampah terus
meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat menja(_hkan scmak%n
beragamnya  sampah yang  dihasilkan yang berakibat  semakin
membengkaknya biaya pengelolaan dan penyef:haan le}han. Keberadagn
sampah selain membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan apab@a
tidak dikelola dengan baik akan sangat membahayakan kesehatan manusia
dan mencemari lingkungan untuk jangka waktu yang sangat lama.

Pengelolaan sampah mutlak diperlukan mengingat dampak. bu-ruk yang
ditimbulkan bagi Kkesehatan dan lingkungan. Sampah menjadi tempat
berkembang biaknya organisme penyebab dan pefmb{iwa penyglﬂt daq
mengganggu keseimbangan lingkungan. Qleh karena itu, pemenntah' di
berbagai belahan dunia berupaya menangani sampah walaupun dengan biaya
yang tidak sedikit. . o

Sayangnya, pengelolaan sampah di Kabupaten Langkat }.nngga'saat ini
belum ada pengaturannya. Sampah dari berbagai sumber baik d.an rumah
tangga, pasar, industri, dan lain-lain, langsung diangkut menyju Tempat
Penampungan Sementara (TPS) tanpa melalui proses pemilahan dan
penanganan terlebih dahulu. Dari TPS, sampah diangkut menuju Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) untuk kemudian ditimbun. Pengelolaan sampah
sechagaimana yang dilakukan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, karena tidak berwawasan
lingkungan dan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat
dan lingkungan.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan sampah bagi kesehatan
dan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik melalu;
pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar sekaligus
memberikgn manfaat secara ekonomi, melindungi kesehatan masyarakat,
aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah pandangan dan perilaky

masyarakat terhadap sampah dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan di
Kabupaten Langkat yang bersih dan nyaman.

Untuk itu, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat perlu
melakukar pengurangan dan penanganan sampah secara benar dengan
menerapkan metode 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle) sehingga volume sampah
dapat berkurang secara nyata sebelum residunya diproses di TPA. Perubahan
paradigma pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum
kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi
hak masyarakat dan memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan
pengurangap dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu. Reduce
gxlleng)urangz volume), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur

ang).

Di dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir tidak saja memeriukan
aspek peran aktif masyarakat, namun Juga pertu didukung oleh system yang \,
komprehensif dan terpadu yang memuat aspek peraturan sebagai dasar L



hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, dan

aspek pembiayaan. .

Untuk menjamin berjalannya kelima aspek dalam satu sistem
pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu, maka diperiukan Flasar
hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung Ja'l_wab
dan kewenangan Pemerintah Daerah serta memuat hak dan kewajiban
masyarakat serta pelaku usaha agar berperan aktif dalam pengelolaan sa_unpah
sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan
efisien.
Pengaturan Pengelolaan Sampah, secara nasional telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman

turan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012

Pengelolaan Sampah dan Pera Tal
tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga. . .
Berdasarkan pemikiran dan latar belakang sebagaimana tersebut diatas,

maka Pemerintah Kabupaten Langkat memandang perlu untuk segera
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Yang dimaksud prinsip tanggung jawab, bahwa penyelenggaraan

pengelolaan sampah dilakukan secara dengan kesadaran akan dampak
dan manfaat yang diperoleh.
Yang dimaksud prinsip kelestarian dan berkelanjutan adalah dilakukan
untuk memastikan keserasian lingkungan dan dilakukan secara berkala
terus menerus.
Yang dimaksud prinsip keterpaduan, bahwa penyelenggaraan
Eil}geéolaan sampah dilakukan secara terpadu mulai dari hulu sampai
ilir dengan memadukan atau menyinergik b i
oo e e yinergikan berbagai unsur atau
Yang dimaksud dengan ‘“keadilan” adalah berkenaan dengan
pengilolgan nyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus
r1'1rqlem er;ll:an perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak
engarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu
sengan cara atau alasan apapun.
ang dimaksud dengan “k »
kegiatan ponyelon gggaraane}zla;;faa:;n ceildalah berkenaan dengan semua
yang dapat memberikan nilai tambah

an - . :
Yeng webesar besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders)
kescjahteraan masyasake fan nasional dalam rangka
iz&iji%gl]aﬁs?dkdengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah
a8 kazr; 111< mtf:mbenka'n pertanggungjawaban atau menjawab dan
yang me I%il'k' hmer.]a dan tindakan pemerintah daerah kepada pihak

iki hak atau berkewenangan untuk meminta keteranganpatau

tan j
Pasal ger ggungjawaban dalam pengelolaan sampah.

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas »

mewujudkan



Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Culkup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
_ Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas



Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas V4
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Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jelas
Pasal 72

Cukup jelas
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